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TENTANG

FEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN PAUDITK

TK. PELITA BANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

Menimbamng * @& Bahwa salah salu program pematinizh dalam rangka memeénubi kebuluhan
belajar dan meningkalkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan
ragyarakal sgalempal adaiah dengan pemberdayaan dan pengembangan aatuan
pondidikan PAUDITE yang dapal memberikan layanan pendidikan bagi
masyarakal yang mambulubkan,

b. Bakwa sshubungan dengan maksisd hurul a dalas dipandang perlu membarikan
izin pperasional satvan pendidikan PAUDITE dalam balas keteniuan hukum dan
poraturan perundang-undangan yang borlaky dan menslapkannya dongan
kepulusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu.

Mengingat s 1. Undang-undang nomar 20 tahun 2003 fentang Sistem Pendidian
2 Undang-undang nomar 23 tahun 2014 feniang Pemerintahan Daerah,

4. Paraluvan Pamarimah nomos 66 tahun 2010 tantang perubahan atas Peraturan
pamenntah namer 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pandadikan.

4, Poraturan Menberd Pendidihan nomor 49 lahun 2007 tentang Slandar Pengelslaan
Pendidikan cheh Satuan Penddiuan Non Fomal,

5. Peraturan Menteri Pondidikan Masional nomar 50 tahun 2007 lentang Standar
Pangelolaan Pandidikan oleh Pemariniah Daerah.

6. Paraturan Menteri Pendidikan Nasional nomaor 63 lahun 2009 tenlang Sistem
Panjaminan Mulu Pandidsan,

7. Paraturan Menlei Pandidikan dan Kebudayaan Republk indonesia nomor 81
tahyn 2013 tenlang Pendidan Satuan Pendidikan Non Formal.

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomaor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bidang Parizinan dan Mon Perizinan kepada Dinas
Pananaman Modal dan Paelayanan Terpadu Saitu Pinbu;

wﬁﬂm ¢ 1. Sural Pormohonan ; YULITA ERDIAMNTI, 5. E | TE PELITA BANGSA ) Tanggad 13
Dasembar 2023 Perihal Pesmohonan Penerbitan Lzin Oprasinal

2. Sural Pertimbangan Toknis Dinas Pendsdikan; 421/14001.022023 Tanggal
2023-11-11.



b

-~

KEDUA

KETIGA

KE EMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

- Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan PAUDITK kepada -
- Marma SPNF : TK. PELITA BANGSA
- Ketua Lembaga  : YULITA ERDIANTI, SE
- Program Layanan : Taman Kanak-Kanak
- MlamaiLembaga : JI. Way Tuba Mo.07

- Desa ¢ Candimas
= Kecamalan + Matar
- Kalbupalen : Lampung Selatan

: Pemegang Izin Operasional PAUD/TK sebagaimana dimaksud dikium kesatu
memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain

1. Wajib, menyslonggarakan pendidikan sebagaimana linghup SPNF, sehingga dapal
memenuhi fungsl pendidian mon formal terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat
mieregian Negara,

4. Menyampaikan laporan teriulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Solatan cq. Kopala Bidang Paud Dikmas.

: Apabila pemegang |zin Operasional PAUDVTE tersebul lidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dikium kedua maka Dinas Penanaman Modal dan
Palayanan Perizinan Terpadu Salu Pintu (DPMPPTSF) Kapupaten Lampung Selatan
dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan PAUDITH sesual
dengan kelerluan yang badaku.

» Masa berlaku Izin Operasional PAUDITE sebagaimana dikium Kesatu selama 3
{TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani |ZIN Operasional SPNF dan
dapal diperpanjang kembali sesuai dengan kateniuan yang berlaku.

: Porpanjangan izin PAUDVTE sebagaimana dikium keempal dilaksanakan selambat-
lambatmya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa barlaku L2in berakhir,

= Kepulusan ind berlaluy sejak langgal ditetapkan dan apabila lerdapat keleliruan dalam
penelapannya, maka akan diperbaikd sebagalmana mestinya.
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